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Abstrak 
Jika rumah tangga memiliki kondisi yang tidak selaras lagi, maka kemungkinan timbulnya perselisihan dan 
pertengkaran cukup besar. Perselisihan besar tidak bisa dipecahkan sehingga peluang kondisi rumah tangga 
menyebabkan perceraian. Hak anak di bawah umur setelah perceraian, Orang tua wajib memelihara dan 
mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Dalam Pasal 41 Undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa ayah 
bertanggung jawab atas semua biaya perawatan dan pendidikan anak-anak yang diperlukan, bila ayah tersebut 
pada kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut 
menanggung biaya perawatan dan pendidikan anak yang dibutuhkan, kewajiban tetap berlaku meski orang 
tuanya telah bercerai. 
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Abstract 
If the household has a condition that is not aligned anymore, then the possibility of disputes and arguments is large 
enough. A big dispute can not be solved so the chances of a household condition lead to a divorce. The right of 
minors after the divorce, Parents shall maintain and educate their children as well as possible. In Article 41 of the 
Marriage Law explains that the father is responsible for all necessary child care and education expenses, if the 
father is in fact unable to fulfill his obligations, the court may determine that the mother participates in the child's 
required care and education expenses, still apply even though her parents have divorced. 
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PENDAHULUAN 
Perkawinan merupakan awal dari 
hidup bersama antara seorang pria dan 
seorang wanita sebagaimana yang diatur 
dalam peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Perkawinan adalah 
hubungan hukum yang merupakan 
pertalian yang sah antara seorang laki-laki 
dan seorang wanita yang telah memenuhi 
syarat-syarat perkawinan untuk jangka 
waktu selama mungkin. (Kartasapoetra, 
1988: 97) 
Pada dasarnya manusia mempunyai 
keinginan untuk mempunyai generasi atau 
keturunan dan hidup berpasangan. Dalam 
hal ini tentunya hal yang tepat untuk 
mewujudkannya adalah dengan 
melangsungkan perkawinan. Perkawinan 
merupakan satu-satunya cara guna 
membentuk keluarga, karena perkawinan 
ini mutlak diperlukan dan syarat sebagai 
terbentuknya suatu keluarga. 
Sebuah perkawinan yang dimulai 
dan dilandasi rasa saling cinta dan kasih 
sayang antara kedua belah pihak suami 
dan istri, akan senantiasa diharapkan 
berjalan dengan baik, kekal, dan abadi 
yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang 
Maha Esa. Hal ini sesuai dengan tujuan 
perkawinan itu sendiri berdasarkan UU 
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 
bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin 
antara  pria dengan seorang wanita sebagai 
suami istri dengan tujuan membentuk 
keluarga yang bahagia dan kekal. 
(Kansil,1979: 227) 
Tatkala kondisi rumah tangga dalam 
keadaan rukun, umumnya anak berperan 
sebagai pelengkap kebahagiaan. Namun, 
apabila rumah tangga mengalami kondisi 
yang tidak harmonis lagi, maka 
kemungkinan timbul perselisihan dan 
pertengkaran yang cukup besar. Seringkali 
perselisihan yang besar tersebut tidak 
dapat diatasi (out of control), peluang 
kondisi rumah tangga mengarah pada 
posisi bubarnya perkawinan (broken 
marriage) semakin besar sehingga 
berujung pada perceraian. 
Pecahnya rumah tangga kedua 
orangtua tidak jarang membawa kepada 
terlantarnya pengasuhan anak. Bilamana 
terjadi perceraian, khususnya bagi 
pasangan yang telah memiliki anak, timbul 
permasalahan mengenai siapakah diantara 
kedua orang tuanya yang lebih berhak 
terhadap anak. Masalahnya akan menjadi 
lebih rumit, bilamana masing-masing dari 
kedua orang tua tidak mau mengalah, 
disebabkan ada pertimbangan prinsipil 
dalam pandangan kedua belah pihak. 
Persoalan seperti yang dikemukakan di 
atas sering terjadi dalam masyarakat. 
(http://www.Republika.com, Angka 
Perceraian di Indonesia, diakses tanggal 15 
Januari  2016) 
Oleh karena itu, Kartini Kartono 
mengatakan bahwa sebagai akibat bentuk 
pengabaian tersebut, anak menjadi 
bingung, resah, risau, malu, sedih, sering 
diliputi perasaan dendam, benci, sehingga 
anak menjadi kacau dan liar. Di kemudian 
hari mereka mencari kompensasi bagi 
kerisauan batin sendiri diluar lingkungan 
keluarga, yaitu menjadi anggota dari suatu 
gang kriminal lalu melakukan banyak 
perbuatan brandalan dan kriminal. 
Pelanggaran kesetiaan loyalitas terhadap 
patner hidup, pemutusan tali perkawinan, 
keberantakan kohesi dalam keluarga. 
Semua ini juga memunculkan 
kecenderungan menjadi delinkuen pada 
anak-anak dan remaja. Setiap perubahan 
dalam relasi personal antara suami-istri 
menjurus pada arah konflik dan 
perceraian. Maka perceraian merupakan 
faktor penentu bagi pemunculan kasus-
kasus neurotik, tingkah laku asusila dan 
kebiasaan delinkuen. (Kartono, 2002: 17) 
Peristiwa perceraian, apapun 
alasannya, akan membawa dampak bukan 
hanya bagi mantan suami dan istri 
tersebut akan tetapi juga bagi anak. Anak 
biasanya akan mengalami dampak negatif 
dari perceraian sehingga tidak akan dapat 
lagi menikmati kasih sayang orang tua 
secara bersamaan, karena tidak jarang 
pecahnya rumah tangga akan 
mengakibatkan terlantarnya pengasuhan 
anak. 
Konsekuensi hukum dari Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata dengan 
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adanya perceraian adalah bahwa 
kekuasaan orang tua terhadap anak 
menjadi hapus dan berubah, dari 
kekuasaan orang tua menjadi kekuasaan 
wali. (Subekti, Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata, Pasal 206 ayat (2)). 
Secara garis besar anak mempunyai 
hak–hak yaitu hak untuk memperoleh 
perlindungan khusus, kesempatan dan 
fasilitas yang memungkinkan mereka 
berkembang secara sehat dan wajar dalam 
keadaan bebas dan bermanfaat, memiliki 
nama dan kebangsaan sejak lahir, 
mendapat jaminan sosial termasuk gizi 
yang cukup, perumahan, rekreasi dan 
pelayanan kesehatan memperoleh 
pendidikan, perawatan dan perlakuan 
secara khusus jika mereka cacat, tumbuh 
dan dibesarkan dalam suasana yang penuh 
kasih dan rasa aman sedapat mungkin di 
bawah asuhan serta tanggung jawab orang 
tua mereka sendiri mendapat pendidikan  
serta memperoleh perlindungan terhadap 
segala bentuk yang menyia-nyiakan anak. 
(Soemitro, 1990: 12) 
Hak anak untuk mendapat 
pemeliharaan dan pendidikan sebaiknya 
kewajiban anak untuk menghormati orang 
tua, memberi tunjangan nafkah bila orang 
tua tidak mampu lagi di hari tuanya 
bekerja untuk menghidupi dirinya. 
Setelah perceraian itu terjadi dapat 
ditentukan kedudukan seorang anak 
tersebut jatuh kepada orang tua, baik 
pihak ibunya maupun pihak ayah. Yang 
menjadi persoalan adalah anak–anak di 
bawah umur, yakni anak yang belum 
berakal, siapa antara suami atau istri yang 
berhak memelihara dan mengasuh anak 
tersebut. 
Persepsi yang keliru beranggapan 
bahwa hak asuh adalah hak penuh ibunya 
sampai umur 12 tahun. Padahal pengadilan 
berada pada posisi lain, yakni ingin 
melindungi anak. Jadi kadang-kadang 
kewajiban itu dibebankan kepada bapak 
atau kadang–kadang kepada ibu 
tergantung pada pertimbangan majelis 
hakim dengan melihat apakah 
kepentingan anak itu bisa terpenuhi jika 
anak bersama bapak ataukah bersama 
ibunya. 
Bagi anak–anak yang dalam keadaan 
tertentu dapat berada di bawah 
pengasuhan anak, yakni di asuh oleh 
seseorang atau lembaga untuk 
memberikan bimbingan, pemeliharaan, 
perawatan, pendidikan dan kesehatan. Hal 
ini dimungkinkan bila orang tuanya atau 
salah satu orang tuanya tidak mampu 
menjamin tumbuh kembang anak secara 
wajar. (Soemitro, 1990: 337) 
Di dalam Kitab Undang – Undang 
Hukum Perdata ditegaskan pada Pasal 246 
bahwa setelah terjadinya perceraian 
terhadap kedua orang tua, masing – 
masing anak yang belum dewasa akan 
ditetapkan oleh Pengadilan Negeri siapa 
diantara kedua orang tua yang akan 
memelihara si anak tersebut. Kecuali ada 
nya pemecatan terhadap kekuasaan orang 
tua. Dalam hal ini tidak dijelaskan bahwa 
anak yang belum dewasa berada 
dikekuasaan siapa secara pasti, tapi hanya 
menurut keputusan Pengadilan Negeri 
dengan berdasarkan pertimbangan – 
pertimbangan dan di lihat dari proses 
terjadinya perceraian. (Undang – Undang 
Hukum Perdata (BW),  Pasal 246) 
Terkait dengan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak, yang dalam salah satu 
pasalnya menegaskan bahwa orang tua 
(ayah maupun ibu) memiliki hak yang 
setara dan sama sebagai orang tua untuk 
mengasuh, memelihara dan merawat serta 
melindungi hak-hak anak, yang terpenting 
kemampuan orang tua untuk mengasuh 
dan memelihara anak. 
Anak yang masih dibawah umur 
dalam suatu sistem hukum dan praktek 
hukum di Indonesia , tatkala kedua orang 
tuanya berperkara di pengadilan tidak 
pernah diminta pendapatnya oleh kedua 
orang tuanya. 
Perlindungan hukum meliputi 
kewajiban membayar nafkah anak di 
bawah umur dan hak asuh anak dibawah 
umur. Dalam mengurus dan melaksanakan 
kepentingan dan pemeliharaan atas anak 
tersebut baik secara materi, pendidikan, 
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jasmani dan rohani dari anak tersebut. 
Misalnya dalam persidangan tersebut 
terungkap bahwa suami atau istri tersebut 
sering berbuat kasar dan memiliki perilaku 
yang buruk seperti mabuk, berjudi dan 
sebagainya. Selain itu akan diperhatikan 
juga dari segi finansial, apakah pihak yang 
memohonkan hak asuh anak tersebut 
memiliki kemampuan untuk memenuhi 
kebutuhan baik sandang, pangan dan 
papan dari anak tersebut nantinya. 
Permasalahan lain yang dapat 
timbul dari pemberian hak asuh tersebut 
antara lain, keinginan dari pihak bapak 
atau ibu yang tidak mendapat hak asuh 
untuk tetap dapat bertemu dengan anak-
anaknya yang berada dalam pengasuhan 
bapak atau ibu yang mendapatkan hak 
asuh atas anak-anak tersebut. Sehingga 
kemudian terjadi perselisihan hak asuh 
anak di bawah umur yang sulit 
dipecahkan. Jika salah satu pihak saja 
yang meminta hak asuh anak di bawah 
umur, hakim dapat saja langsung 
mengabulkan. Tetapi yang terjadi dalam 
kasus perceraian itu adalah perebutan 
terhadap hak asuh anak di bawah umur. 
Perselisihan hak asuh anak di bawah 
umur yang sulit dipecahkan. Jika salah 
satu pihak saja yang meminta hak asuh 
anak di bawah umur, hakim dapat saja 
langsung mengabulkan. Tetapi yang 
terjadi dalam kasus perceraian itu adalah 




Menurut Pasal 26 KUH Perdata 
Tentang Perkawinan menyatakan 
perkawinan adalah pertalian yang sah 
antara seorang laki-laki dan seorang 
perempuan dalam waktu yang lama 
(Subekti, 23). Undang-undang 
memandang perkawinan hanya pada 
hubungan keperdataan, yang artinya 
bahwa suatu perkawinan yang 
sah,hanyalah perkawinan yang memenuhi 
syarat-syarat yang di tetapkan dalam KUH 
Perdata. (Subekti, 23). 
Tujuan perkawinan adalah untuk 
membentuk keluarga yang bahagia dan 
kekal berdasarkan ketuhanan yang maha 
esa. Untuk itu suami istri saling 
membantu dan melengkapi, agar masing-
masing dapat mengembangkan 
kepribadiannya membantu dan mencapai 
kesejahteraan spritual dam materil. 
Salah satu bentuk pemutusan 
hubungan ikatan suami-isteri karena 
sebab sebab tertentu yang tidak 
memungkinkan lagi bagi suami-isteri 
untuk meneruskan kehidupan rumah 
tangga disebut dengan cerai. (Kamus Besar 
Bahasa Indonesia Versi Online, 
http//:ebsoft.web.id, diakses pada tanggal 30 
Januari 2013) 
Untuk melakukan perceraian 
tersebut haruslah ada cukup alasan yang 
salah satunya yaitu bahwa antara suami 
istri yang meminta untuk diceraikan tidak 
dapat untuk hidup rukun sebagai suami 
isteri lagi. Menurut Undang-Undang, 
alasan perkawinan dapat bubar antara lain 
karena kematian, karena keadaan tidak 
hadir si suami atau isteri, selama 10 
(sepuluh) tahun diikuti dengan 
perkawinan baru isterinya atau suaminya 
sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam 
Buku I Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata, karena putusan hakim setelah 
perpisahan meja dan ranjang dan 
pembukuan pernyataan bubarnya 
perkawinan ini dalam putusan Register 
Catatan Sipil. (Subekti, Kitab Undang-
undang Hukum Perdata Pasal 199) 
Di mata hukum, perceraian tentu 
tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya, 
harus ada alasan-alasan yang dibenarkan 
oleh hukum untuk melakukan sebuah 
perceraian. Itu sangat mendasar, terutama 
bagi pengadilan yang notabene berwenang 
memutuskan, apakah sebuah perceraian 
layak atau tidak untuk dilaksanakan. 
Termasuk segala keputusan yang 
menyangkut konsekuensi terjadinya 
perceraian, juga sangat ditentukan oleh 
alasan melakukan perceraian. Misalnya 
soal hak asuh anak, serta pembagian harta 
gono-gini. (Subekti, Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata Pasal 199) 
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Perceraian adalah hal yang tidak 
diperbolehkan baik dalam pandangan 
Agama maupun dalam lingkup Hukum 
Positif. Agama menilai bahwa perceraian 
adalah hal terburuk yang terjadi dalam 
hubungan rumah tangga. Namun 
demikian, Agama tetap memberikan 
keleluasaan kepada setiap pemeluk Agama 
untuk menentukan jalan islah atau terbaik 
bagi siapa saja yang memiliki 
permasalahan dalam rumah tangga, 
sampai pada akhirnya terjadi perceraian. 
Hukum Positif menilai bahwa 
perceraian adalah perkara yang sah apabila 
memenuhi unsur-unsur cerai, diantaranya 
karna terjadinya perselisihan yang 
menimbulkan percek-cokan yang sulit 
untuk dihentikan, atau karna tidak 
berdayanya seorang suami untuk 
melaksanakan tanggung jawab sebagai 
kepala rumah tangga. (Subekti, Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata Pasal 199) 
Perceraian menurut undang-undang 
perkawinan adalah perpisahan ikatan 
perkawinan berdasarkan fakta legal 
menurut undang-undang yang berlaku. 
Definisi perceraian di Pengadilan Agama, 
dilihat dari putusnya perkawinan, adalah 
karena kematian, karena perceraian dan 
karena putusnya pengadilan. Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan tidak memberikan definisi 
yang tegas mengenai perceraian secara 
khusus. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan), 
Dalam Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 Pasal 38 Tentang Perkawinan 
menyebutkan bahwa : Perkawinan dapat 
putus karena : 
Kematian. 
Perceraian dan 
Atas keputusan Pengadilan. 
Pasal 39 
Perceraian hanya dapat dilakukan 
didepan Sidang Pengadilan setelah 
Pengadilan yang bersangkutan berusaha 
dan tidak berhasil mendamaikan kedua 
belah pihak. 
Untuk melakukan perceraian harus 
ada cukup alasan, bahwa antara suami 
isteri itu tidak akan dapat hidup rukun 
sebagai suami isteri. 
Tata cara perceraian di depan sidang 
Pengadilan diatur dalam peraturan 
perundangan tersendiri. 
Pasal 41 
Akibat putusnya perkawinan karena 
perceraian ialah : 
Baik ibu atau bapak tetap 
berkewajiban memelihara dan mendidik 
anak-anaknya, semata-mata berdasarkan 
kepentingan anak; bilamana ada 
perselisihan mengenai penguasaan anak-
anak, Pengadilan memberi keputusannya ; 
Bapak yang bertanggung-jawab atas 
semua biaya pemeliharaan dan pendidikan 
yang diperlukan anak itu; bilamana bapak 
dalam kenyataan tidak dapat memenuhi 
kewajiban tersebut, Pengadilan dapat 
menentukan bahwa ibu ikut memikul 
biaya tersebut; 
Pengadilan dapat mewajibkan 
kepada bekas suami untuk memberikan 
biaya penghidupan dan/atau menentukan 
sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. 
Di dalam KUH Perdata bubarnya 
perkawinan itu dibedakan menjadi 4 
(empat) macam, yaitu: 
Kematian salah satu pihak 
Tidak hadirnya suami-istri selama 10 
tahun dan d ikuti perkawinan baru 
Adanya putusan hakim 
Perceraian (Pasal 199 KUH Perdata) 
Perceraian ialah penghapusan 
perkawinan dengan putusan hakim,atau 
tuntutan salah satu pihak dalam 
perkawinan itu, (Subekti, 1974: 43). Di 
dalam KUHPerdata ada beberapa alasan 
perceraian itu dapat dilakukan,ini 
tercantum pada Pasal 209 KUH Perdata 
antara lain menyebutkan (Susilo, 2008: 
47): 
Zina (overspel). 
Meninggalkan tempat bersama 
dengan itikad jahat. 
Penghukuman dengan penjara lima 
tahun lamanya atau hukuman yang lebih 
berat,yang di ucapkan setalah perkawinan. 
Melukai berat dengan menganiaya, 
dilakukan oleh sisuami  atau siistri 
terhadap  istri atau suaminya, sehingga 
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membahayakan jiwa pihak yang dilukai 
atau dianiaya, atau sehingga 
mengakibatkan luka-luka membahayakan. 
Undang-undang perkawinan pasal 19 PP 
No. 9 Tahun 1975 menambahkan 2 (dua) 
alasan perceraian yaitu : 
Salah satu pihak mendapat cacad  
badan atau penyakit dengan akibat yang 
tidak dapat menjalankan kewajibannya 
sebagai suami istri. 
Antara suami-isteri terus-menerus 
terjadi perselisihan atau pertengkaran dan 
tidak akan ada harapan  hidup rukun lagi 
dalam rumah tangga. (Subekti, 1974: 43) 
Meskipun hak dan kewajiban sebagai 
suami-istri menjadi hapus, namun 
menurut Pasal 225 jo pasal 227  Kitab 
Hukum Undang-Undang Perdata, pihak 
yang tidak mempunyai penghasilan yang 
cukup wajib memberikan tunjangan 
nafkah sampai salah satu pihak meninggal. 
Perkawinan menimbulkan hak dan 
kewajiban diantara suami itu sendiri. Pada 
saat terjadi hak dan kewajiban yang timbul 
dalam perkawinan diatur berbeda, seperti 
pada Pasal 32 ayat (1) yang menyatakan 
bahwa suami-istri harus hidup bersama 
dalam rumah yang tetap. Ketentuan 
tersebut tidak lagi dilakukan apabila sudah 
bercerai, karena tidak mungkin dua orang 
yang tidak cocok kembali hidup bersama. 
Oleh karena itu jika terjadi perceraian 
tidak ada kewajiban untuk hidup bersama 
lagi.  
Dalam Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 hal ini tidak diatur, tetapi kita 
dapat melihat ketentuannya dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 
1974 yang merupakan peraturan 
pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1974, yaitu Pasal 24 ayat (1) yang 
menyatakan bahwa selama berlangsung 
gugatan perceraian, atas permohonan 
penggugat atau tergugat berdasarkan 
pertimbangan bahaya yang mungkin 
ditimbulkan, pengadilan dapat 
mengizinkan suami istri tersebut untuk 
tidak tinggal dalam satu rumah lagi 
tujuannya untuk mencegah agar tidak 
terjadi bahaya yang timbul apabila suami 
istri tinggal satu rumah lagi. 
Mengenai akibat hukum putusnya 
perkawinan karena perceraian terhadap 
suami istri tidak diatur secara rinci. Hanya 
ada satu pasal yang mengatur yaitu pasal 
41 Huruf C Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1974, yang berbunyi: ’’Pengadilan 
dapat mewajibkan kepada bekas suami 
untuk memberi biaya penghidupan 
dan/atau menentukan sesuatu kewajiban 
bagi bekas istrinya’’. Menentukan sesuatu 
kewajiban ini harus berdasarkan hukum 
Kehadiran anak dalam suatu pernikahan 
merupakan hal yang diimpikan oleh setiap 
pasangan. Bagi mereka anak merupakan 
karunia Tuhan yang luar biasa, dia wajib 
dijaga dan dirawat sebaik-baiknya. 
Persoalan akan muncul di kala pernikahan 
yang telah terjalin putus dengan berbagai 
alasan yang pada akhirnya dibenarkan 
oleh pengadilan dengan membacakan 
putusan cerai. Pada saat putusnya 
perkawinan karena bercerainya suami istri, 
mau tidak mau anak menjadi korban. 
(Ernaningsih, 2008: 129) 
Secara yuridis, kedudukan anak 
dalam perkawinan diatur dalam Pasal 42 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang 
memuat ketentuan definitif bahwa anak 
yang sah adalah anak yang dilahirkan 
dalam atau sebagai akibat perkawinan 
yang sah. Kemudian, menurut ketentuan 
limitatif dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang 
dilahirkan diluar perkawinan hanya 
mempunyai hubungan perdata dengan 
ibunya dan keluarga ibunya. Ini berarti 
bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) memuat 
ketentuan imperatif bahwa kedua orang 
tua wajib memelihara dan mendidik anak-
anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban 
tersebut berlaku sampai anak itu kawin 
atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana 
berlaku terus meskipun perkawinan antara 
kedua orang tua putus. Jadi, kewajiban 
orang tua memelihara dan mendidik anak-
anaknya sampai mereka kawin, tetapi 
dalam kenyataannya belum dapat berdiri 
sendiri, masih tetap merupakan kewajiban 
orang tua untuk memelihara anak dan 
cucunya, walaupun terjadi perceraian yang 
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memutuskan ikatan perkawinan kedua 
orang tuanya. (Ernaningsih, 2008: 358). 
Kekuasaan orang tua hapus dan 
beralih menjadi perwalian. Menurut Pasal  
229 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata, pengadilan menentukan wali 
anak dibawah umur. Apabila pihak yang 
diserahkan sebagai wali kurang mampu 
membiayaan pemeliharaan dan 
pendidikan anak, maka menurut pasal 230 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
maka hakim dapat menentukan jumlah 
uang yang harus dibayar pihak yang 
lainuntuk membiayai anak yang dibawah 
umur. 
Menurut Undang-Undang 
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 
antara lain : 
Baik ibu atau bapak wajib 
memelihara dan mendidik anak-anaknya, 
semata-mata berdasarkan kepentingan 
anak, bilamana ada perselisihan mengenai 
penguasaan anak-anak, pengadilan 
memberikan keputusan. 
Biaya pemeliharaan dan pendidikan 
anak-anak menjadi tanggung jawab pihak 
bapak, kecuali dalam pelaksanaan pihak 
bapak tidak dapat melakukan kewajiban 
tersebut, maka pengadilan dapat 
menentukan bahwa ibu dapat memikul 
biaya tersebut. 
Akan tetapi bilamana pihak bapak 
dalam kenyataannya tidak dapat 
memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan 
dapat menentukan bahwa ibu dapat ikut 
memikul biaya tersebut. Kecuali itu 
pengadilan dapat pula memberikan 
keputusan tentang siapa diantara mereka 
berdua yang menguasai anak yakni 
memelihara dan dan mendidiknya, apabila 
terjadi perselisihan antara keduanya. 
Keputusan pengadilan ini juga tentu 
berdasarkan kepentingan anak. 
Hak asuh anak setelah perceraian ini 
tidak diatur di dalam Undang-Undang no. 
1 tahun 1974. Tidak ada kata yang spesifik 
dalam ketentuan tersebut yang 
mengatakan hak asuh anak. Undang-
Undang no. 1 tahun 1974 mengatakan pada 
pasal 45 ayat (1) bahwa orang tua wajib 
memelihara dan mendidik anak mereka 
sebaik-baiknya. kewajiban itu berlaku 
sampai anak itu kawin atau dapat berdiri 
sendiri meskipun orang tua sudah 
bercerai. Saya berpendapat bahwa hak 
asuh terhadap anak setelah perceraian 
tetaplah tanggung jawab kedua orang tua 
apapun yang terjadi. sepatutnya kedua 
orang tua diberikan hak di dalam 
mengasuh. Yang menjadikan mereka 
kehilangan hak asuhnya jika mereka 
dicabut dari kekuasaan orang tuanya. 
Hal itu sesuai Undang-Undang no. 1 
tahun 1974 Tentang Perkawinan  yang 
mengatakan bahwa anak dibawah usia 18 
tahun berada dibawah kekuasaan orang 
tuanya selama mereka tidak dicabut dari 
kekuasaannya. Oleh karena itu sepanjang 
orang tua tidak dicabut kekuasaannya, 
mereka mempunyai hak yang sama 
dimuka pengadilan untuk mengasuh dan 
mendidik anaknya tanpa dipisah-pisahkan 
hak asuhnya. 
Undang-Undang no. 23 tahun 2002 
tentang perlindungan anak juga mengatakan 
bahwa orang tua berkewajiban dan 
bertanggung jawab untuk anaknya. kewajiban 
ini dijabarkan dengan mengasuh, memelihara, 
mendidik, dan melindungi anak. Jadi masing-
masing orang tua pada prinsipnya memang 
berhak sepanjang kekuasaan mereka tidak 
dicabut. Tetapi Undang-Undang no. 1 tahun 
1974 sebelumnya telah menutup kekuasaan 
orang tua sebagaimana dimaksud pada pasal 
47 ayat (1) dengan pasal 41 ayat (1). pasal 
tersebut mengatakan bahwa bila terjadi 
perselisihan di dalam penguasaan anak-anak, 
maka pengadilan yang memutuskan. 
Kompilasi hukum islam selanjutnya 
disebut KHI mengatur tentang hak asuh anak 
pasca perceraian. Pengaturan tersebut juga 
memiliki batasan yang jelas, yaitu berlaku 
bagi anak yang masih dibawah 12 tahun 
(belum mummayiz). Pasal 105 KHI 
menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang 
belum mummayiz atau belum berumur 12 
tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak 
yang sudah dewasa diserahkan kepada anak 
untuk memilih diantara ayah atau ibunya 
sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan 
biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. 
(http://www.gresnews.com/berita/tips/121208
-hak-asuh-anak-di-bawah-umur-akibat-
Maswandi, Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian  
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perceraian, Diakses pada tanggal 29 April 
2016) 
Menurut pasal 229 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, pengadilan 
menentukan wali anak dibawah umur. 
Apabila pihak yang diserahkan sebagai 
wali kurang mampu membiayai 
pemeliharaan  dan pendidikan anak, maka 
menurut Pasal 230 b Kitab Hukum 
Undang-Undang Hukum Perdata hakim 
dapat mentukan sejumlah uang yang harus 
dibayar pihak yang lain untuk membayar 
sejumlah uang untuk membiayai anak 
dibawah umur. 
Dalam menyelesaikan suatu perkara, 
seorang hakim tidak boleh berdalih, 
dengan alasan tidak ada hukum yang 
mengatur tentang hal itu. Oleh karena 
itulah seorang hakim harus menemukan 
dan menentukan hukumnya. Kaedah-
kaedah hukum yang diatur dalam Undang-
Undang Perkawinan ini disaring mana 
yang dapat dijadikan suatu hukum yang 
hidup dan harus dilaksanakan.  
Dalam penuntutan biaya hidup bagi 
anak biasanya ibu yang akan bertindak 
mengajukan tuntutan terhadap bapak 
(bekas suami) apabila bekas suaminya 
tidak memenuhi kewajibannya dalam 
pemberian nafkah hidup bagi anak yang 
berada dalam asuhannya. Tuntutan yang 
dilakukan oleh ibu (bekas istri) tidak 
hanya mengenai pemenuhan terhadap 
biaya hidup dan pendidikan anak, namun 
juga menyangkut masalah pemeliharaan 
anak. Hal seperti ini yang dilakukan oleh 
Pengadilan Negeri dalam beberapa 
putusan yang menyangkut masalah 
pemeliharaan anak, maka setelah bercerai 
dan diputuskan bahwa anak ikut dengan 
ibunya, maka bekas suaminya akan 
diberikan kewajiban untuk memberikan 
nafkah dan biaya pendidikan dan 
pemeliharaan anak tersebut. 
Pengadilan Negeri dalam 
menyelesaikan kasus-kasus pemeliharaan 
anak dan tanggung jawab nafkah anak 
cenderung melimpahkan tanggung jawab 
pemeliharaan anak kepada ibu 
kandungnya dan kepada pihak bapak 
dibebani tanggung jawab untuk 
memenuhi segala biaya pemeliharaan dan 
pendidikan anak sehingga anak tersebut 
dapat berdiri sendiri.  
Dalam perlindungan anak pasca 
perceraian tidak hanya sebatas telah 
terpenuhinya ketentuan Undang-undang. 
Sepanjang orang tua yang telah bercerai 
dengan sadar dan beritikad baik mau 
menjalankan kewajibannya sesuai dengan 
ketentuan yang ada, masalah yang 
ditimbulkan oleh perceraian, terutama 
masalah anak, akan dapat diminimalkan. 
Mungkin ada anggapan bahwa dengan 
telah terpenuhinya kebutuhan fisik anak 
maka masalah perlindungan anak sudah 
selesai. Tetapi tidak sesederhana itu, sebab 
dalam kenyataannya walaupun telah ada 
putusan yang mewajibkan ayah membiayai 
pemeliharaan anaknya dibelakang hari 
ayah tersebut tidak perduli lagi dengan 
kewajibannya.  
Oleh sebab itu perlu dipikirkan 
bagaimana upaya untuk mengoptimalkan 
perlindungan anak pasca perceraian orang 
tua, yang terutama sekali dengan 
mengadakan peninjauan kembali terhadap 
konsep kekusaan orang tua yang bersifat 
tunggal, serta menegaskan sanksi bagi 
ayah yang melalaikan kewajiban 
membiayai pemeliharaan anaknya. Kalau 
ibu yang telah diserahi hak pemeliharaan 
anak ternyata melalaikan kewajibannya 
maka hukuman baginya adalah mencabut 
hak pemeliharaan anak atau hak perwalian 
tersebut melalui permohonan dari pihak 
yang merasa keberatan dengan tindakan 
ibu tersebut kepada Pengadilan Negeri. 
Sesuai dengan makna dan rumusan 
Undang-Undang, bahwa untuk 
menentukan hak perwalian, hak 
pemeliharaan anak yang harus 
diperhatikan adalah demi kepentingan 
hukum anaknya. Jadi hakim harus benar-
benar memperhatikan apabila anak 
tersebut dipelihara oleh ibunya atau 
bapaknya mempunyai jaminan kehidupan 
sosial dan kesejahteraan yang lebih baik. 
Hal yang terpenting adalah 
kemampuan orang tua untuk mengasuh 
dan memelihara anak. Dengan demikian, 
siapa yang nantinya akan memegang hak 
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asuh anak (hadhanah) baik ibu atau 
ayahnya, yang diutamakan adalah untuk 
mendukung pertumbuhan yang positif 
terhadap anak. Bagaimanapun juga 
meskipun hak asuh anak (hadhanah) 
hanya bisa pada salah satu orang tuanya 
namun setelah adanya perceraian kedua 
orang tuanya masih berkewajiban 
memelihara dan mengurus anak-anaknya 
hingga dewasa meskipun tidak tinggal 
dalam satu rumah. 
 
SIMPULAN 
Mengenai yang berhak mengasuh 
anak yang belum dewasa setelah 
terjadinya perceraian kedua orang tua 
wajib memelihara, mendidik anak mereka 
serta untuk bapak agar dapat menafkahi 
anak tersebut hingga ia dewasa. Karena itu 
tidak benar jika salah satu dari orang tua 
menganggap ia yang lebih berhak 
memelihara anak hanya dengan melihat 
kemampuannya untuk mencukupi 
kebutuhan anak dari segi materilnya saja. 
Namun perlindungan anak untuk 
menjamin dan melindungi anak dan hak-
haknya agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang, dan berpartisipasi secara 
optimal sesuai dengan harkat dan 
martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan secara lahir dan batin. 
Masalah pertimbangan Hakim dalam 
menjatuhkan putusan tentang hak asuh 
anak yang belum dewasa, hakim 
memberikan kewajiban untuk memelihara 
anak-anak dan pendidikan mereka teletak 
baik pada ayah maupun ibu. Perselisihan 
tentang kekuasaan orang tua diputuskan 
oleh hakim.  
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